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Kondisi Demokrasi Kontemporer



Pemilu berjalan dengan damai(o)

Tidak ada lagi partai penguasa (o)

Militer tidak lagi aktif berada dalam panggung kekuasaan. (o)

Desentralisasi kekuasaan(o)

Partai-partai bebas untuk didirikan. (o)

KONTEKS POLITIK KONTEMPORER (+)

Ada kebebasan relatif bagi media massa.(o)

(o) Pergantian kepemimpinan yang teratur



Lemahnya pelaksanaan checks and balances(o)

Kepemimpinan nasional dengan komitmen demokrasi yang rendah(o)

Lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi(o)
Penegakan hukum yang tebang pilih(o)
Memudarnya partispasi dan kebebasan berekspresi

(o)

KONTEKS POLITIK KONTEMPORER (-)

Memudarnya citra positif partai politik

(o)

(o) Meredupnya peran dan eksistensi civil society

Maraknya politik uang terkait dengan kontestasi elektoral dan eksesnya

(o)



DEMOCRACY INDEX IN SOUTHEAST ASIA
(EIU 2010 & 2020)





INDONESIA DEMOCRACY 
(THE FREEDOM HOUSE)





INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

Skor Demokrasi

mengalami

penurunan dari

75.6 (2019) 

menjadi
74.3 (2020)



INDIKATOR 24-30 SEPTEMBER 2020













PROBLEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

Pelemahan
Lembaga Politik
& Pemerintahan

Defisit
Partisipasi

Politik

Resentralisasi
Kewenangan

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://theconversation.com/are-elections-ruining-democracy-54962
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


PELEMAHAN

LEMBAGA

POLITIK DAN 

PEMERINTAHAN

DEMOKRATIS

Kebijakan
Oligarkis/Not 

Research 
Based 

Intervensi 
negara dalam 

konflik 
internal partai.

Penjabat
kepala daerah

(pengisian
jabatan oleh 

TNI/Polri)

Melemahnya 
peran oposisi 
di Lembaga 

legislatif



DEFISIT 

PARTISIPASI 

POLITIK

 Rendahnya akomodasi suara publik dalam

penyusunan UU

 Tindakan negara yang represif dan reaktif terhadap

aspirasi (kritik)

 Gugatan pejabat negara terhadap suara aktifis

 Pemangkasan interupsi di sidang parlemen



RESENTRALISASI

KEWENANGAN

DAN URUSAN

DAERAH

Sentralisasi Otonomi khusus (Papua)

Status Daerah (RUU IKN)

Kecenderungan UU yang memperlemah
otonomi daerah





“Oligarki merupakan anti-tesis dari demokrasi, karena nilai-nilai utama
demokrasi seperti persamaan hak, keterbukaan/transparansi, dan yang 

terutama kedaulatan rakyat, tidak terpenuhi di dalamnya”. 



SUMBER MAREPUS
CORNER, 2020



SUMBER: MAREPUS
CORNER, 2020



“…the formal structure of electoral 
democracy can coexist with oligarchic rule, 

most often where democracy exists in 
minimalist or procedural terms...” (Ford dan 

Pepinsky, 2014, hal.2) 



Power Exercise Pattern  
FOUNDERS 
 
             
 
POLITICAL PARTIES 
 
         
 
REKRUTMEN  
 
          
 
PRE-CAMPAIGN 
 
           
 
CAMPAIGN 
 
            
 
ELECTION 
 
             
 
CABINET SETTING         
 
     LEGISLATIVE 
 
CABINET >< DMP 
  
            
 
POLICIES 
 
             
 
CIVIL SERVANT AND AGENCIES 
 
             
 
NETWORKINGS  
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POTENSI DAMPAK

1

Penguatan
oligarki dan 
Korupsi
(Nasional dan 
Lokal) 

2

Illusive 
Democracy 
dan 
Pelestarian
politik
Elite/kartel

3

Pelemahan
Efektifitas
Pemerintahan
dan Birokrasi

4

Penguatan
Kedudukan
Presiden & 
Resentralisasi
Kekuasaan

5

Lemahnya
partisipasi, 
kebebasan
sipil & 
apatisme
masyarakat

6

Lemahnya
pelembagaan
lembaga-
lembaga
demokrasi
(partai, pers 
dll)

7

Peminggiran
peran civil 
Society, 
kalangan
kritis & 
Lemahnya
Pendidikan 
politik

8

Pelemahan
Nilai-Nilai 
Demokrasi
(sekadar
prosedur)
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Post Democracy
(Colin Crouch, 2004)

• Eksistensi lembaga dan prosedur demokrasi sebagai sebuah kerangka yang formal semata

(formal shell)

• Keterlibatan terbatas rakyat banyak, demokrasi berada di tangan elite (all about elites)→

cooptated democracy 

• Kecenderungan elite and people ignorance → no common ground → undiscussed issues →

lemahnya party id

• Penggunaan cara-cara populis dan artifisial (post-truth) → Pertarungan idea atau dialog tidak

diperlukan → berkembangnya political advertising dan perang proxy (buzzer, influencer, etc)

• Terjadinya personalized party/“firma politik” → partai milik elite

• Pelemahan civil society → terserapnya aktivis NGO dalam kekuasaan.

• Globalisasi mempengaruhi kondisi politik & perilaku elite (who’s behind?) → privatisasi, posisi

oligark yang kuat dalam keputusan politik → triple alliance?

• Hilangnya penghormatan terhadap institusi, prosesi dan nilai demokrasi



Beberapa Solusi



Perbaikan Regulasi terkait Pelembagaan Partai

dan Kualitas Lembaga Demokrasi

Strengthening 
party 
independency 

Consolidating 

internal party 

democracy 

Establishing 

party ideology 

Implementing 

merit system



Through 

Formal 

Education

Through 

Informal 

Institutions

Through 

Political

Institutions

Developmen

t of People 

Prosperity

Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik dan 

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 



Tolerance

Patient

Acknowledgement Other Parties as “Legitimate Rival”

Refrain Not To Easily Utilize “Institutional Privilege”

Pemeliharaan Nilai-Nilasi Dasar Demokrasi

(Levitsky & Ziblatt, 2018)



PEMILU YANG BERINTEGRITAS

Apabila proses pemungutan dan penghitungan suara

➢ Diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel

➢ Dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi

➢ Diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu berdasarkan aturan dan
Kode Etik Penyelenggara Pemilu

➢ Diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu dan pemilih,
serta media massa

➢ Ditegakkan secara konsisten, imparsial dan tepat waktu

(ACE Electoral Knowledge Network 2011, Surbakti, Supriyanto, Asy’ari, 2011 )
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FAKTOR PENGUAT HASIL PEMILU

➢ Munculnya Kandidat Alternatif → Tidak
sekadar memainkan populisme

➢ Munculnya Tema-Tema Segar → Brand
new style and thought. Komitmen
demokrasi yang kuat

➢ Sikap Partai dan Koalisi → vision rather
than popularity Lingkungan politik yang
sehat → rakyat yg tahu pencitraan dan
kritis



Civil Rights
And
Liberty 
Protection

Freedom Of 

Expression 

Preservation

Rule of laws

Penguatan Civil Society 

Abuse Of 

Power 

Reduction
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Strengthening law 
enforcement institutions 
Budget, Etc.

Purifying law enforcement 
form political interest 

Member Selection, Etc



Kepemimpinan di Era Demokrasi

.

Kepemimpinan yang Inklusif

Kepemimpinan yang mendorong pengautan akar

demokrasi

Kepemimpinan dengan Jiwa Pendidik

Kepemimpinan yang Aspiratif

Kepemimpinan yang Partisipatif

Kepemimpinan yang berkomitmen memberantas

korupsi

Kepemimpinan yang mendorong penguatan partai

Kepemimpinan yang berkomitmen menegakkan hukum



Solusi membatasi oligarki

A. Penciptaan sebuah EKOSISTEM yang bercirikan:

• Solidaritas komunitas

• Penghormatan atas hukum

• Pengedepanan etika politik, bukan sekadar hak politik

• Budaya demokratik-rasional

• Penghargaan atas kebebasan berekspresi

• Self-sufficient 

• Berkesadaran politik



Solusi membatasi oligarki

B. Penciptaan REGULASI:

• Menopang terciptanya “politik biaya murah”

• Penguatan kemandirian finansial dan ideologisasi partai politik

• Pembatasan penguasaan hajat hidup orang banyak oleh segelintir orang

• Berorientasi “ekonomi distiributif” bukan “ekonomi dominatif”

• Good Governance and Clean-Transparent Government

• Menguatkan masyarakat sipil dan oposisi

• Pembatasan peran politik kalangan terindikasi oligark




